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5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pernbentukan Daerah Tmgkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 1814);

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , perlu menetapkan Peraturan
Gubernur ten tang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera SeJatan;

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

NOMOR: .' TAHUN 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN



,

l l . Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selaten
Tahun 2004 Nomor 15) sebagaimana yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lcmbaran Daerah Provinsi Sumatera Sclatan Tahun 2007
Nomor J);

lO,Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayab
Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelo1aan Kcu3l1gan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali dlubah, terakhlr dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

8, Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengetotaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protoko1erdan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pcmcrlntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dell Kcuangan
Ptmpinan dW1Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, 'rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinl8han Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan etas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
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(l)Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat rnenyediakan
RU1l1ah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bcrsangkutan
dlberikan Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 204.000.000,­
(Dua ratus empat juta rupiah) per tahun.

(2)Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 17.000.000,­
(Tujuh belas juts rupiah) per orang per bulan, dibayarkan
sctiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2015.

(3)Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) sudan termasuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21
yang dipotong langsung oleh Pemegang Kas Sckretariat DPRD
pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota
DPRD.

BAB II
TUNJANGANPERUMAHAN

PASAL2

Dalam Peraturan Gubernur iniyang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selat.an.
2. Gubernur adatah Gubernur Sumatera setaian.
3. Plmpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rak;yatDaerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan

keanggot.aannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera
Selatan.

5. Sckretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatcra Selatan,

BABI
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAJ<YAT
DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

12.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22
Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan BeJanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 22);
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Menetapkan
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR .•....

H. MUKTI SULAIMAN

Diundangkan di Palembang
pado tonggal ,Ma.»et 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 "aret 2015

GUBERNURSUMATERA SELATAN, I
~,____, .(y' (H O.RDIN

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan Peraturan Oubernur ini dengan penempatannya
dalam Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

PASAL4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Tunjangan Perurnahan Anggota DPRD Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2011 [Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1
Seri E), dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABm
KETENTUANPENUTUP

PASAL3
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 H. MUKTI SULAIMAN 


